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Naely Istiqomah, S3514080005. 2016. AKIBAT KEPAILITAN TERHADAP 
DEBITOR YANG TERIKAT  HARTA BERSAMA (Studi Kasus Putusan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 057/PK/Pdt.Sus/2010). 
Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 Tujuan dari penulisan  ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis akibat 
kepailitan terhadap boedel pailit debitor yang terikat harta bersama berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk mengetahui 
serta menganalisis pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim 
terhadap pertanggungjawaban suami atau istri yang dinyatakan pailit terhadap 
harta bersama didalam suatu perkara kepailitan. 
 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif. Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) 
dan pendekatan kasus (case appoarch), berdasarkan putusan Mahkamah Agung 
Nomor 057/PK/ Pdt.Sus/ 2010. Bahan Hukum yang digunakan adalah bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum 
dengan studi dokumen  atau bahan pustaka. Analisis bahan hukum dengan metode 
logis sistematis menunjukan cara berfikir deduktif- induktif. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa akibat putusan pailit terhadap boedel 
pailit yang merupakan persatuan harta perkawinan menurut prespektif Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 35 UU Perkawinan 
memisahkan antara harta yang diperoleh dalam perkawinan (harta bersama) 
dengan harta yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum perkawinan dan harta 
yang merupakan hadiah atau warisan (harta bawaan) sehingga hanya harta 
bersama saja yang dapat dinyatakan pailit, namun harta bawaan tetap dikuasi oleh 
masing-masing pihak yaitu suami atau istri tersebut. Putusan yang dikeluarkan 
oleh hakim tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai yang ada di masyarakat 
sebagaimana yang dianut oleh teori sociological jurisprudence, yaitu menilai 
bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup 
sebagaimana tercermin dari Pasal 35 UUP yang merupakan kristalisasi dari nilai-
nilai hukum adat yang secara tegas memisahkan antara harta bersama dengan 
harta bawaan terkait dengan kerugian persatuan harta perkawinan sebagai akibat 
dari perbuatan hukum yaitu utang piutang yang dilakukan oleh suami/istrinya. 
 











Naely Istiqomah, S3514080005. 2016.DUE TO BANKRUPTCY OF THE 
DEBTOR RELATED PROPERTY UNITY OF MARRIAGE (A Case Study of 
the Indonesian Supreme Court Decision No. 057 /PK /Pdt.Sus / 2010). Magister 
of Notary The Faculty of Law, Sebelas Maret University. 
The purpose of this research is to determine and analyze due to the 
bankruptcy of the boedelbancruptcy are bound unity property of marriage on 
mutually law number 1 of 1974 no Marriage and to determine the legal 
considerations taken by the judge to the accountability of the husband or wife who 
is declared bankrupt to the community property in a bankruptcy case. 
This research is prescription normative law research which used statue 
approach and case approach. Sources of secondary law materials were primary 
law materials and  secondary law materials then collected by document study 
technique and analyzed by the method of deductive-inductive interpretation. 
The results showed that due to the bankruptcy decision against boedel 
bankruptcy is an association of property marriage according to the perspective of 
Article 35Law No. 1 of 1974 about marriage that separates the property acquired 
in marriage (common property) with the property owned by the husband or wife 
before marriage and property which was a gift or inheritance (property default) 
so that only the joint property that can be declared bankrupt, but still dominated 
by the innate property of each party is the husband or wife. The verdict issued by 
judges does not reflect the values that exist in society as embraced by the theory 
of sociological jurisprudence, which considered that a good law must be legal 
according to the laws of life as reflected in Article 35 Law No. 1 of 1974 about 
marriage which is the crystallization of values customary law which strictly 
separates the property along with property associated with the default unity 
property losses marriage as a result of legal actions that debts made by 
husband/wife. 
Keywords: Bankruptcy, Debtor, Marriage, Community property 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
